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PANDANGAN UMUM 

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA 

DPRD KABUPATEN KEBUMEN 

 

TERHADAP 

4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN MASA SIDANG I 

 

TENTANG 

1. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH; 

2. PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP 

PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH; 

3. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG 

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI 

KABUPATEN KEBUMEN; DAN 

4. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. 

  

DISAMPAIKAN PADA 

RAPAT PARIPURNA 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

 

HARI SELASA, 21 FEBRUARI 2023 
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Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, para Wakil 

Ketua DPRD dan para anggota DPRD Kabupaten 

Kebumen; 

Ysh. Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 

Ysh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Para 

Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati Kebumen, 

Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kebumen, Ketua dan Sekretaris KPUD 

Kabupaten Kebumen,  Camat se-Kabupaten Kebumen, 

Kepala Bagian di lingkungan Setda Kebumen, Pimpinan 

BUMD, Direktur RSDS dan RSUD Prembun, 

Ysh. Hadirin dan segenap Undangan Rapat Paripurna 

DPRD Kabupaten Kebumen, para wartawan dari 

berbagai media cetak, serta segenap warga masyarakat 

Kabupaten Kebumen di manapun berada yang 

menangkap siaran Rapat Paripurna ini melalui siaran 

Radio In FM yang berbahagia, 
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Sebelum saya membacakan Pandangan Umum 

Fraksi, pertama-tama perkenankanlah kami Fraksi 

Partai GOLKAR untuk menyampaikan rasa syukur kita 

kepada Allah SWT atas limpahan taufik dan hidayah-

Nya  sehingga kita semua dapat hadir dan mengikuti 

rapat Paripurna tanpa ada halangan suatu apapun, 

semoga kehadiran kita semua menjadi bagian dari amal 

ibadah dan akan dilipat gandakan pahalanya. Sholawat 

dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi 

Besar Muhammad SAW yang telah berjasa besar dalam 

memajukan agama, bangsa dan kedamaian dunia 

seoga kita semua yang mentauladani akan 

mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allohumma 

Aamiin. 

Kedua, Fraksi Partai GOLKAR menyampaikan 

Selamat Hari Isra Miraj 1444 H yang jatuh pada hari 

Sabtu, 17 Februari 2023 kemarin, mari kita jadikan 
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peristiwa Isra Miraj sebagai momentum dalam 

kehidupan untuk tetap tawadu dan bertakwa kepada 

Allah SWT.  

Selanjutnya, dengan setulusnya perkenankan kami 

atas nama Fraksi PARTAI GOLKAR pada Rapat 

Paripurna yang terhormat ini, menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat, yang 

telah memberikan kesempatan kepada  Fraksi PARTAI 

GOLKAR menggunakan mimbar yang terhormat ini 

untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi 

terhadap 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kebumen Masa Sidang I Tahun 2023. 

Atas hasil kajian dan telaah yang dilakukan oleh 

Fraksi Partai GOLKAR, izinkan kami menyampaikan 

beberapa hal sebagai berikut: 
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Peserta Rapat Paripurna dan Hadirin yang 

terhormat, 

1. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

a. Fraksi Partai GOLKAR mendukung pembuatan 

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dimana dasar hukum 

sebelumnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah menjadi landasan dalam pemungutan 

PDRD menjadi salah satu dasar yang 

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan 

Daerah di masing-masing pemerintah Daerah, 

pemerintah daerah dituntut untuk segera 

menerbitkan Perda PDRD sebagai dasar 

pelaksanaan pemungutan PDRD yang akan 

diberlakukan secara efektif mulai tahun 

anggaran 2024 sehingga kewenangan pajak 

dan retribusi yang didelegasikan kepada 

pemerintah daerah dimana salah satu pilar 

pokok pelaksanaan desentralisasi fiskal yang 

mengantarkan pada kemandirian fiskal dan 

kesejahteraan rakyat Kabupaten Kebumen. 
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b. Terkait prinsip dan asas perpajakan, bagaimana 

menjamin kepastian, keadilan, transparan, 

efisiensi, akuntabel, kolaborasi sehingga 

kebelanjutan fiskal antara masyarakat dengan 

pemerintah dapat terjaga dengan baik demi 

tercapainya kemandirian fiskal dan kesejahteraan 

rakyat Kabupaten Kebumen. 

c. Terkait pengoptimalan penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), upaya apa saja untuk 

mendorong  kemandirian  daerah yang 

mengalami stagnasi sehingga ketergantungan 

daerah terhadap transfer pemerintah pusat 

dapat dikurangi? 

 

2. PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 

TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN 

PEMUKIMAN KUMUH 

a. Terkait dengan dasar hukum Undang-Undang  

Nomor  1 Tahun  2011  tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman yang mengemban tujuan-

tujuan untuk melaksanakan penyelenggaraan 

Perumahan dan Permukiman Daerah dengan 

memberikan kepastian hukum dalam 
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penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman serta Pasal 96 Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2011 serta ketentuan huruf D 

angka 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 dimana penataan dan pengembangan 

wilayah, penyebaran penduduk yang proporsional, 

serta pertumbuhan Lingkungan Hunian dan 

Kawasan Permukiman sesuai dengan arahan tata 

ruang. Bagaimana mewujudkan keseimbangan 

kepentingan, terutama bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah sehingga tujuan-tujuan 

untuk melaksanakan penyelenggaraan Perumahan 

dan Permukiman Daerah dapat dicapai secara 

maksimal? 

b. Bagaimana upaya untuk meningkatkan daya guna 

dan hasil guna sumber daya alam bagi 

pembangunan Perumahan dengan tetap 

memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik 

di kawasan perkotaan maupun kawasan 

perdesaan dan memberdayakan para pemangku 

kepentingan bidang pembangunan perumahan dan 

kawasan permukiman? 
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c. Bagaimana penunjang pembangunan di bidang 

ekonomi, sosial, dan budaya aakan mewujudkan 

rumah yang layak huni dan terjangkau dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, 

terencana, terpadu, dan berkelanjutan? 

 

3. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 

2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA 

PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI 

KABUPATEN KEBUMEN 

a. Terkait Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik 

Lokal Televisi Kabupaten Kebumen, Fraksi Partai 

GOLKAR  menanyakan bagaimana nantinya 

proses dan pengawasan rebranding yang akan 

dilakukan dengan tujuan untuk pengubah persepsi 

masyarakat/pemirsa sehingga dapat memperluas 

target pasar, beradaptasi dengan perubahan 

teknologi dan tampil beda dengan visi yang baru? 

b. Terkait dengan proses mempromosikan identitas 

lokal ke kancah regional dan nasional, bagaimana 

mendorong peningkatan pelayanan, penyediaan 

media informasi, pendidikan dan hiburan yang 



10 

 

sehat bagi masyarakat melalui media televisi yang 

nantinya akan membuat nama Kebumen dikenal 

oleh masyarakat luas dan berdampak baik untuk 

semua sektor utamanya mendorong penambahan 

perekonominan masyarakat Kebumen? 

 

4. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 

2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK 

DAERAH. 

a. Bagaimana cara pengelolaan Barang Milik Daerah 

dengan baik dan benar sesuai prinsip pengelolaan 

Barang Milik Daerah dimana salah satu unsur 

penting dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

masyarakat, dapat dimanfaatkan secara optimal 

dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi 

daerah? 

b. Dengan perhitungan besaran konstribusi 

pembagian keuntungan yang merupakan bagian 

Pemerintah Pusat/Daerah, hal apa saja yang harus 

diperhatikan sehingga perbandingan nilai Barang 

Milik Negara/Daerah yang dijadikan objek Kerja 

Sama Pemanfaatan dan manfaat lain yang 
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diterima Pemerintah Pusat/Daerah dengan nilai 

investasi mitra dalam Kerja Sama Pemanfaatan 

dapat meningkatkan kontibusi Daerah secara lebih 

konkrit dan maksimal sehingga manfaatnya dapat 

dirasa oleh semua masyarakat Kabupaten 

Kebumen? 

 

Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang 

terhormat, 

Demikian penyampaian Pandangan Umum fraksi 

Partai GOLKAR terhadap 4 (Empat) Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Masa Sidang I. 

Selanjutnya kepada Alat kelengkapan DPRD yang 

nantinya diberi mandat untuk membahas Rancangan 

Peraturan Daerah ini kami ucapkan selamat bekerja, 

semoga Allah SWT meridhoi niat dan usaha baik kita 

untuk kemajuan Kabupaten kebumen yang kita cintai 

apabila terdapat uraian kalimat yang kurang berkenan 

dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi ini, 

kami atas nama Fraksi PARTAI GOLKAR maupun 

secara pribadi, menyampaikan permohonan maaf dan 
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terimakasih atas segala perhatian hadirin. Semoga 

materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi 

peningkatan kesejahteraan segenap warga masyarakat 

dan kemajuan daerah Kabupaten Kebumen yang kita 

cintai. 

Billahi Taufik Wal Hidayah, 

Wassalamu’alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh, 

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

 

 

 

Ketua, 

 

H. Pawit, S. Sos 

Sekretaris, 

 

Ratna Yulianti, S.H 


